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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :/63)TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-
WASHLIYAH SEI LANGGEI

MENTERI AGAMA REPUBLII INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu
Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan
administratif,teknis clun keiayakan yang telah ditetapkan.

bahwa berdasarkan pertimbaugan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di
atas, perlu menetapkan Keputusar: Menteri Agama Republik Indonesia tentang
penetapan izin operasiznal pendivian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-
Washliyah Sei Langgai

Undang - undang Nomior 20 Talun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Repubiix Indonesia Nomor 4301 )

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ( lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomar 157 tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586 )

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan ( Lembaga Negari Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubal. dengan Peiaturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Yemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendicikan (I en:baran Negara Republik ndonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambaban Lembarar, Nepara Republik Indonesia Nomor 5410):

Peraturan Ien:erintal Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan
Dasar (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,

- Tambahan I.embaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemeriniah Nomor 48 ‘Tuian 2008 tentanz pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Kepuolik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Repnblik Indonesia Nomor 4864 )

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2003 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Tudcnesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Norior 4941);

Peraturan Nonor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Leibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana
telah diubah dengan Peratcran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor |7 Tahun 2010 tentang
pengolahan dan Peryelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Meriteri PeiiJidikan Nasionu! Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana
dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasal Tsanavivah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Mentzri pendicikar dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Perituran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Stardar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota

. Peraturan Menteri Agara iWomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi

Lulusan dan Standar Isi Peadiditan 8.gama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
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11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah
dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20!2 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Aguna Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agoma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah
dan Pengawas Pendidikan Agamn [slam pada Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 634);

12. Peraturan Menteri Againa Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Beria Negura Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382);

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang

petunjuk Teknis Pendirian Madrasah/RA Yang diselenggarakan oleh
Masyarakat.
Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor :
Kd.02.04/2/PP.00../771/2015 Tangga! 10 September 2015 tentang Permohonan
Rekomendasi Perpanjangan SIOP Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Washliyah
Sei Langgei

MEMUTUSX * ¥

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN IZINOPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAR
TSANAWIYAH SWASTA AL-WASIILIYAM SEI LANGGEI

Memberikan izin cperasional peadirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Madrasah Tsanawiyah Swast. Seteish Jangka waktu 4 (Empat) Tahun, Kepala

Madrasah yang bersangkutun wajib;

a. Menyampaikan laporan perkzmbargan Madrasah kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama vang 1oemua: paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanzan kurikalum. pelecsanaan pemenuban standar sarana prasarana,
dan pelaksanaan pemer.uhzn standsr pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaitaian visitasi kreditasi raudhatul athfal/madrasah kepada

Y BAP-S/M sesuai ketentuan pers e perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Nirdrasal) « bavaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dini'ai memenuhi stangar pelivanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dan/atau hasil akreditasi sebagaimar.: dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka izii' opera-onal sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu tetap berlaku,

Dalam hal pekeinbangen Madrasaly sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilai memenahi standar pel: vanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dan/atau hasil akreditasi sebagaimant dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat ininuncl C, maka i-in operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu dicabut,

Keputusan ini mulai berlalu peda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada trgpal IS sktober 2015

WYar1 AGANA i
FOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
{ATERA UTARA

'OANGIN




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTEKI AGAMA P EPUBILIK INDONESIA

NOMOR : /B32TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONA L ?ENUIIGAN MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA AL-WASHLIYAH SEI LANGGEI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

1. | Nama Madrasah ‘Madrasan Tsanawiyal: Swasta Al-Washliyah Sei Langgei
2. | Nomor Statistik Madrasah 121212030006
Julan : Perdagangan Nomor 15
X Klast Madrassh Desa/Xeluralian : Bandar Mns.ilnm I
: A Kecamatun : Bandar Masilam
Kabupatea/Xota : Simalungun
Provinsi : Sumatera Utara

4. | Nama Organisasi Penyelenggara

Perkumpulan A' Jami’Yatul Washliyah

‘Akte Notaris Organisasi

Akta Nomor 94 vangga! 28 Juni 2004 Yang dibuat oleh
Notaris Drs,Hashallah Hadi.SH.Dan dihadapan Lely

5. ‘Suharti Pengoanti Notaris Drs.Hasbullah Hadi.SH,Dengan
Penyelenggara Akte Nomor 11 Vanggal 20 April 2006 berkedudukan di
Kabupaten Dzii Serdang
’ Kepucusizn Kenvenkumham Republik Indonesia Nomor :
Pengesahan Akte Notaris ;
6. Organisasi Pentyslen C-20.HT,91 06.7h 2006 Tanggal 09 Mei 2006
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AN. MENRERI AGANIA RI
LA KAYKLOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUNMATBERA UTARA
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